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ABSTRAK

Keseimbangan antara kepastian hukum dan moralitas menjadi salah satu
tantangan mendasar dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. Kepastian
hukum diperlukan untuk menjamin stabilitas dan prediktabilitas dalam sistem
hukum, sementara moralitas penting untuk memastikan keadilan substantif yang
manusiawi. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana moralitas dapat
diintegrasikan dalam keputusan hakim tanpa mengabaikan prinsip kepastian
hukum. Metode yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan literatur. Melalui analisis terhadap teori
hukum dan praktik peradilan, ditemukan bahwa hubungan antara kepastian
hukum dan moralitas tidak selalu kontradiktif, melainkan membutuhkan kehati-
hatian dalam implementasinya. Hakim memiliki peran strategis dalam
menjembatani kedua aspek ini, sehingga diperlukan pelatihan yang tepat untuk
membantu mereka mempertimbangkan aspek moralitas secara proporsional
dalam setiap putusan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
teoritis dan praktis dalam pengembangan sistem peradilan yang adil.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; Moralitas; Keputusan Hakim

A.PENDAHULUAN

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum
yang berfungsi untuk memberikan stabilitas dan prediktabilitas bagi
masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat
memahami hak dan kewajibannya serta memprediksi konsekuensi dari
tindakannya berdasarkan aturan yang berlaku. Hal ini menciptakan rasa aman
dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, karena hukum dianggap
konsisten dan tidak sewenang-wenang. Tanpa kepastian hukum, keputusan
hukum dapat menjadi tidak terduga, yang dapat menimbulkan
ketidakpercayaan, kekacauan sosial, dan melemahkan otoritas lembaga
peradilan. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi elemen penting dalam
membangun legitimasi hukum sekaligus menjaga stabilitas sosial di
masyarakat.!

Moralitas berperan sebagai elemen fundamental dalam menciptakan
keadilan substantif, karena ia memberikan dimensi etis dan humanis pada
penerapan hukum. Dalam konteks keputusan hakim, moralitas membantu

1 Zubaidi, A. (2017). Dinamika Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim:
Keseimbangan antara Norma Hukum dan Nilai Moral. Jurnal Hukum, 35(3), 301-319.
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memastikan bahwa putusan tidak hanya berlandaskan pada teks hukum, tetapi
juga mempertimbangkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan
yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang diterapkan tanpa moralitas
berisiko menjadi kaku dan tidak responsif terhadap situasi khusus yang
memerlukan kebijaksanaan dan empati. Dengan demikian, moralitas
memungkinkan hakim untuk menyeimbangkan aturan formal dengan
kebutuhan untuk mencapai keadilan yang lebih mendalam, yang
mencerminkan penghargaan terhadap hak asasi manusia dan martabat
individu.?

Salah satu contoh kasus yang mencerminkan konflik antara kepastian
hukum dan moralitas adalah putusan dalam perkara euthanasia atau "hak
untuk mati" di beberapa negara. Secara hukum, tindakan tersebut sering kali
dilarang karena dianggap melanggar hukum pidana yang melindungi hak atas
kehidupan. Namun, dari sudut pandang moralitas, euthanasia dapat dianggap
sebagai tindakan belas kasih untuk mengakhiri penderitaan pasien yang
menghadapi kondisi medis terminal. Dalam kasus semacam ini, hakim sering
dihadapkan pada dilema: menerapkan aturan hukum secara ketat demi
menjaga kepastian hukum atau mempertimbangkan nilai-nilai moralitas yang
mendukung kemanusiaan dan keadilan substantif. Ketegangan ini
menggambarkan tantangan dalam menyeimbangkan kedua aspek tersebut
untuk menghasilkan putusan yang adil dan etis.?

Landasan filosofis dari penelitian ini terletak pada dialektika antara
positivisme hukum dan pendekatan natural law yang menyoroti hubungan
antara hukum dan moralitas. Positivisme hukum, seperti yang dikemukakan
oleh H.L.A. Hart, menekankan kepastian hukum melalui penerapan aturan
yang obyektif dan bebas nilai, sementara pendekatan natural law, yang
diperkuat oleh tokoh seperti Lon L. Fuller, menekankan bahwa hukum tidak
dapat dipisahkan dari nilai moral dan keadilan yang mendasar. Dalam konteks
keputusan hakim, landasan ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa
hukum tidak hanya sekadar alat teknis untuk mengatur masyarakat, tetapi juga
harus mencerminkan nilai-nilai etis yang menjadi jiwa dari keadilan substantif.
Pendekatan ini memerlukan kehati-hatian dalam menyeimbangkan aturan

2 Tamanaha, B. Z. (2001). A General Jurisprudence of Law and Society. Oxford
University Press. Boudreau, D. (2010). Moral Decision Making in Judicial Contexts: A Practical
Approach. Routledge. Fuller, L. L. (1969). The Morality of Law (Revised ed.). Yale University
Press.

3 Simmonds, N. E. (2007). Central Issues in Jurisprudence: Justice, Law, and Rights.
Palgrave Macmillan.
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formal dengan kebutuhan moral, sehingga menghasilkan putusan yang tidak
hanya sah secara hukum tetapi juga memenuhi tuntutan keadilan universal.*

Landasan sosiologis dari penelitian ini berakar pada interaksi antara
hukum sebagai sistem normatif dan dinamika masyarakat yang selalu
berkembang. Hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya, karena ia
dirancang untuk mengatur hubungan antarindividu dan kelompok dalam
masyarakat. Namun, realitas sosial sering kali menghadirkan situasi yang
kompleks, di mana aturan hukum yang kaku dapat bertentangan dengan nilai-
nilai moral dan aspirasi keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks
putusan  hakim, landasan  sosiologis =~ menekankan  pentingnya
mempertimbangkan norma sosial, budaya, dan ekspektasi publik yang
berkembang, sehingga putusan tidak hanya diterima secara legal, tetapi juga
memiliki legitimasi sosial. Dengan demikian, penegakan hukum yang sensitif
terhadap konteks sosial akan menciptakan harmoni antara kepastian hukum
dan keadilan substantif yang diinginkan oleh masyarakat.’

Landasan yuridis dari penelitian ini terletak pada prinsip-prinsip dasar
hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin
hukum yang mengatur tugas dan wewenang hakim. Hakim diwajibkan untuk
menjatuhkan putusan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, seperti yang
diatur dalam berbagai undang-undang nasional, termasuk konstitusi sebagai
hukum tertinggi. Namun, dalam praktiknya, hukum memberikan ruang bagi
hakim untuk menggunakan diskresi, terutama dalam kasus yang melibatkan
pertimbangan moral atau keadilan yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks
hukum. Landasan yuridis ini memungkinkan eksplorasi bagaimana hakim
dapat menjembatani kepastian hukum dengan nilai moralitas tanpa melanggar
norma hukum yang berlaku, sehingga putusan tetap sah secara legal dan adil
secara substansial.®

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang
memengaruhi keputusan hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum dan
moralitas, termasuk tekanan sosial, norma budaya, serta kompleksitas kasus
yang dihadapi. Dengan memahami dinamika ini, penelitian berupaya

4 Waldron, J. (1999). Law and Disagreement. Oxford University Press. Hart, H. L. A.
(1961). The Concept of Law. Oxford University Press.

5 Wahyudi, A. (2018). Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Putusan Hakim:
Perspektif Hukum Islam dan Positivisme. Al-Jami'ah, 56(1), 115-137. Tamanaha, B. Z. (2001). A
General Jurisprudence of Law and Society. Oxford University Press. Bix, B. (2017).
Jurisprudence: Theory and Context (7th ed.). Sweet & Maxwell.

6 Tushnet, M. (2013). The Constitution of the United States of America: A Contextual
Analysis. Hart Publishing. Kavanagh, A. (2017). Constitutional Review under the UK Human
Rights Act. Cambridge University Press. Ackerman, B. (2004). The Failure of the Founding
Fathers: Jefferson, Marshall, and the Rise of Presidential Democracy. Harvard University Press.
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mengidentifikasi pola dan pendekatan yang digunakan hakim untuk mencapai
keadilan yang tidak hanya sesuai dengan aturan hukum, tetapi juga
mencerminkan nilai-nilai moral masyarakat. Selain itu, penelitian ini bertujuan
memberikan rekomendasi praktis untuk mengoptimalkan integrasi moralitas
dalam putusan hakim tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum, seperti
melalui pelatihan etika dan penyusunan pedoman hukum yang lebih responsit
terhadap aspek moral. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat
legitimasi hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap
lembaga peradilan.”

Penelitian ini memiliki urgensi untuk memberikan kontribusi teoritis
dalam memperdalam pemahaman tentang hubungan antara hukum dan
moralitas, yang sering kali dianggap sebagai dua elemen yang bertentangan,
namun sejatinya dapat saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan.
Dengan mengeksplorasi bagaimana hakim menyeimbangkan kepastian hukum
dan moralitas, penelitian ini menawarkan kerangka konseptual yang relevan
bagi pengembangan teori hukum yang lebih inklusif terhadap aspek etis. Secara
praktis, hasil penelitian ini juga dapat menjadi panduan bagi pembuat
kebijakan hukum dan peradilan dalam merancang regulasi, pedoman, atau
pelatihan yang mendukung kemampuan hakim untuk mempertimbangkan
moralitas tanpa mengorbankan kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian
ini berkontribusi pada peningkatan kualitas sistem peradilan dan penguatan
legitimasi hukum di mata masyarakat.®

Penelitian berjudul "Eksplorasi Keseimbangan antara Kepastian Hukum
dan Moralitas dalam Keputusan Hakim" memiliki novelty yang terletak pada
pendekatannya yang holistik dan integratif dalam mengkaji hubungan antara
hukum dan moralitas. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung
fokus pada salah satu aspek—baik kepastian hukum sebagai elemen normatif
atau moralitas sebagai dimensi etis—penelitian ini menyoroti bagaimana
keduanya dapat diseimbangkan secara praktis dalam konteks keputusan
hakim. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi konflik antara hukum dan
moralitas, tetapi juga menawarkan solusi konkret melalui rekomendasi berbasis

7 Handayani, D. (2020). Harmonisasi Kepastian Hukum dan Moralitas dalam
Keputusan Hakim di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(2), 233-249. Teubner, G.
(2006). The Rule of Reasons: Three Models of Deliberative Democracy. Springer. Cotterrell, R.
(2006). Law, Culture, and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory. Ashgate
Publishing. Dworkin, R. (1977). Taking Rights Seriously. Harvard University Press.

8 Tamanaha, B. Z. (2012). The Failure of Law and Development Theory and the Need for
a Postdevelopmental Jurisprudence. Harvard International Law Journal, 53(2), 473-506.
Schauer, F. (2009). Thinking Like a Lawyer: A New Introduction to Legal Reasoning. Harvard
University Press. Shapiro, S. (2002). The Evolution of Modern Legal Theory. Cambridge

University Press.
VOLUME 4, NOMOR 2, MARET 2025 [ily]
DOI : 10.59635/JPK.V4i2



“Jurnal Pilar Keadilan”
Prodi Magister llmu Hukum — Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

pelatihan dan pengembangan pedoman peradilan. Dengan demikian,
penelitian ini memberikan perspektif baru yang menghubungkan teori hukum,
pertimbangan moral, dan praktik yudisial, menjadikannya relevan untuk
pengembangan sistem hukum yang lebih adaptif dan manusiawi.

Dari latar belakang Permasalahan diatas maka dapat dirumuskan
beberapa pertanyaan penelitian, diantaranya adalah: Bagaimana hakim
menyeimbangkan kepastian hukum dan moralitas? Apakah ada pola atau
pendekatan tertentu yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan
moralitas?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif normatif
yuridis, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan
dan literatur hukum yang relevan. Pendekatan literatur digunakan untuk
menggali teori-teori hukum, filosofi moralitas, serta pendapat ahli yang
berkaitan dengan topik penelitian, sehingga memberikan pemahaman yang
mendalam mengenai hubungan antara kepastian hukum dan moralitas. Selain
itu, pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk
menganalisis ketentuan hukum yang mengatur kewenangan hakim dalam
menjatuhkan putusan, serta bagaimana peraturan tersebut dapat diterapkan
dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral yang berkembang dalam
masyarakat. Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan
gambaran komprehensif mengenai praktik pengambilan keputusan hakim
dalam konteks keseimbangan hukum dan moralitas.’

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Optik Teoritis tentang Kepastian Hukum, Moralitas dan Keseimbangan
Hukum

Kepastian hukum merujuk pada prinsip bahwa hukum harus diterapkan
secara konsisten dan dapat diprediksi, memberikan kejelasan mengenai hak
dan kewajiban individu, serta menetapkan konsekuensi yang pasti dari suatu
tindakan. Prinsip dasar kepastian hukum meliputi kesetaraan di hadapan

° Shklar, J. N. (1986). Legalism: Law, Morals, and Political Trials. Harvard University
Press. Kelsen, H. (2009). Pure Theory of Law (M. Knight, Trans.). University of California Press.
MacCormick, N. (2007). Institutions of Law: An Essay in Legal Theory. Oxford University Press.
Schauer, F. (2009). Thinking Like a Lawyer: A New Introduction to Legal Reasoning. Harvard
University Press. Shapiro, S. (2002). The Evolution of Modern Legal Theory. Cambridge
University Press.
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hukum, tidak ada hukum yang berlaku surut (retroaktif), dan penerapan
hukum secara konsisten dalam semua keadaan. Dalam sistem peradilan
modern, kepastian hukum sangat penting untuk menciptakan stabilitas sosial,
mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan bahwa masyarakat
dapat mengandalkan sistem hukum dalam penyelesaian sengketa. Kepastian
hukum memberikan landasan untuk perlindungan hak asasi manusia, di mana
individu tahu bahwa mereka akan diperlakukan secara adil berdasarkan
hukum yang berlaku.

Moralitas adalah sistem nilai dan norma yang mengatur perilaku
manusia, yang berhubungan dengan konsep baik dan buruk, benar dan salah
dalam masyarakat. Dalam proses hukum, moralitas memberikan dimensi etis
yang melampaui aturan hukum yang kaku. Moralitas membantu hakim untuk
melihat konteks sosial dan kemanusiaan dalam kasus yang dihadapi, sehingga
putusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada teks hukum semata, tetapi
juga pada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Moralitas juga
memberikan ukuran keadilan yang lebih substansial, terutama dalam kasus-
kasus yang tidak diatur secara jelas oleh hukum atau ketika hukum tampak
tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat.!!

Dalam filsafat hukum, perdebatan tentang hubungan antara hukum dan
moralitas banyak dibahas oleh H.L.A. Hart dan Lon Fuller. Hart, sebagai
pengusung positivisme hukum, berpendapat bahwa hukum adalah
seperangkat aturan yang harus diterapkan sesuai dengan prosedur yang sah,
tanpa memerlukan keterkaitan dengan moralitas. Menurut Hart, moralitas
tidak boleh menjadi dasar hukum karena dapat mengganggu objektivitas dan
kepastian hukum. Sebaliknya, Fuller dalam pendekatan natural law
berargumen bahwa hukum harus selaras dengan moralitas agar bisa dianggap
sah. Ia menganggap bahwa jika hukum tidak mengakomodasi nilai-nilai moral,
maka hukum tersebut tidak dapat memenuhi syarat sebagai hukum yang sah.
Perselisihan ini menunjukkan ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan
kebutuhan untuk mempertimbangkan moralitas dalam penegakan hukum.!?

Teori keseimbangan hukum dan moralitas berusaha untuk mencari titik
temu antara penerapan hukum yang konsisten dan nilai-nilai moral yang

10 Priel, D. (2011). The Concept of Law and the Role of Judges in Legal Systems.
Routledge. Boudreau, D. (2010). Moral Decision Making in Judicial Contexts: A Practical
Approach. Routledge. Fuller, L. L. (1969). The Morality of Law (Revised ed.). Yale University
Press.

11 Teubner, G. (2006). The Rule of Reasons: Three Models of Deliberative Democracy.
Springer.

12 Teubner, G. (2006). The Rule of Reasons: Three Models of Deliberative Democracy.
Springer. Hart, H. L. A. (1961). The Concept of Law. Oxford University Press.
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berkembang di masyarakat. Keseimbangan ini penting dalam menghadapi
kasus-kasus di mana hukum yang ada tidak memberikan solusi yang memadai
atau adil secara moral. Dalam teori ini, hakim diharapkan dapat
mempertimbangkan kepastian hukum tanpa mengabaikan dimensi moral yang
dapat memberikan keadilan substantif bagi para pihak yang terlibat dalam
perkara. Keseimbangan ini tidak hanya berfokus pada penerapan hukum yang
tegas, tetapi juga pada penghargaan terhadap hak dan martabat individu
berdasarkan norma moral yang berlaku di masyarakat.!

Pendekatan normatif terhadap integrasi hukum dan moralitas
menekankan pentingnya menjaga harmoni antara norma-norma hukum yang
formal dan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini,
hukum diharapkan tidak hanya sebagai alat yang mengatur perilaku
masyarakat secara teknis, tetapi juga sebagai refleksi dari norma-norma moral
yang dapat diakomodasi dalam sistem peradilan. Pendekatan ini berargumen
bahwa hukum dan moralitas harus saling mendukung dan tidak bertentangan,
dengan hakim sebagai aktor yang dapat mengintegrasikan kedua aspek
tersebut dalam pengambilan keputusan. Pengintegrasian ini diharapkan dapat
menghasilkan keputusan yang tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga
adil dalam perspektif moralitas.

Studi literatur terkait putusan hakim dalam konteks moralitas
menunjukkan adanya tren di mana hakim tidak hanya terikat pada teks hukum,
tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam memutuskan
perkara. Misalnya, dalam beberapa kasus yang melibatkan isu-isu kemanusiaan
atau hak asasi manusia, hakim sering kali menambahkan dimensi moral dalam
pertimbangannya meskipun tidak ada aturan hukum yang secara eksplisit
mengatur hal tersebut. Studi ini mengindikasikan bahwa keputusan hakim
dalam praktiknya seringkali mencerminkan keseimbangan antara kepastian
hukum dan moralitas, meskipun tantangan untuk mengintegrasikan keduanya
masih terus ada. Analisis ini memberikan wawasan tentang bagaimana hakim
dapat merespons perubahan nilai sosial tanpa mengorbankan prinsip dasar
kepastian hukum.

2. Pola pengambilan keputusan hakim dalam mempertimbangkan moralitas

13 Murphy, J. G. (2017). Moral Demands in Nonideal Theory. Oxford University Press. Kelsen, H.
(2009). Pure Theory of Law (M. Knight, Trans.). University of California Press. MacCormick, N.
(2007). Institutions of Law: An Essay in Legal Theory. Oxford University Press.
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Pola pengambilan keputusan hakim dalam mempertimbangkan
moralitas melibatkan proses yang kompleks, di mana hakim tidak hanya terikat
pada teks hukum yang ada, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai
moral yang berkembang dalam masyarakat. Dalam praktiknya, hakim sering
kali dihadapkan pada situasi di mana hukum yang ada tidak memberikan
jawaban yang memadai atau tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup di
masyarakat. Oleh karena itu, hakim diharapkan dapat mengintegrasikan
pertimbangan moral dalam membuat keputusan, tanpa mengorbankan
kepastian hukum yang menjadi dasar dari sistem peradilan.

Pola pengambilan keputusan ini dapat berbeda-beda tergantung pada
konteks kasus dan pandangan pribadi hakim, namun biasanya melalui
beberapa tahapan. Pertama, hakim akan menganalisis fakta-fakta dan bukti
yang ada dalam perkara, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, hakim akan
mempertimbangkan nilai-nilai moral yang relevan dengan kasus tersebut,
seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, atau kepentingan umum. Ketiga,
hakim akan menyeimbangkan antara kepastian hukum yang mengharuskan
konsistensi dalam penerapan aturan dan kebutuhan untuk memberikan
keputusan yang berkeadilan, sesuai dengan rasa moralitas yang berkembang.!>

Dalam beberapa kasus, pertimbangan moral dapat mengarah pada
interpretasi hukum yang lebih fleksibel atau keputusan yang berlandaskan
pada prinsip keadilan substantif. Misalnya, dalam perkara yang melibatkan
perlindungan hak asasi manusia atau isu-isu etika, hakim mungkin
mengutamakan prinsip moralitas untuk mencapai keadilan yang lebih
mendalam, meskipun hal ini mungkin tampak bertentangan dengan teks
hukum yang ketat. Pola ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan
hakim bukan hanya soal mengikuti aturan secara mekanis, tetapi juga tentang
menilai implikasi moral dari keputusan yang diambil, guna mencapai keadilan
yang lebih menyeluruh.!®

3. Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan hakim, termasuk tekanan
sosial, budaya, dan politik.

Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan hakim sangat kompleks dan
tidak hanya terbatas pada teks hukum yang berlaku. Beberapa faktor eksternal,
seperti tekanan sosial, budaya, dan politik, dapat memainkan peran yang

15 Shklar, J. N. (1986). Legalism: Law, Morals, and Political Trials. Harvard University
Press.

16 Simmonds, N. E. (2007). Central Issues in Jurisprudence: Justice, Law, and Rights.
Palgrave Macmillan.
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signifikan dalam proses pengambilan keputusan hakim. Berikut adalah
penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut:'”

Pertama: Tekanan Sosial. Tekanan sosial merujuk pada pengaruh atau
tuntutan yang berasal dari masyarakat atau kelompok sosial tertentu yang
memiliki kepentingan dalam hasil keputusan hukum. Hakim seringkali
dihadapkan pada tekanan untuk mengambil keputusan yang mencerminkan
norma-norma atau harapan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya,
dalam kasus yang melibatkan isu-isu hak asasi manusia atau ketidakadilan
sosial, hakim mungkin merasa terdorong untuk memberikan keputusan yang
lebih berpihak pada keadilan sosial, meskipun hal itu mungkin tidak
sepenuhnya sesuai dengan hukum yang ada. Tekanan sosial ini dapat berasal
dari media, kelompok masyarakat yang terorganisir, atau bahkan opini publik
yang luas.

Kedua: Tekanan Budaya. Budaya lokal dan nilai-nilai budaya masyarakat
juga dapat memengaruhi cara hakim dalam memutuskan perkara. Hakim,
sebagai bagian dari masyarakat, tidak bisa sepenuhnya terlepas dari norma-
norma budaya yang berlaku di sekitarnya. Misalnya, dalam kasus yang
melibatkan adat istiadat atau tradisi tertentu, hakim mungkin harus
mempertimbangkan pengaruh budaya lokal dalam putusannya. Budaya juga
mempengaruhi pandangan hakim terhadap nilai-nilai seperti keadilan,
kesetaraan, dan hak-hak individu, yang dapat bervariasi antara satu budaya
dengan budaya lainnya. Pengaruh budaya ini bisa positif jika membantu
menegakkan keadilan yang lebih merata, tetapi juga bisa membatasi keadilan
jika norma budaya tersebut bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia
atau aturan hukum yang lebih universal.'®

Ketiga: Tekanan Politik. Tekanan politik juga merupakan faktor yang
sangat penting dalam memengaruhi keputusan hakim. Hakim seringkali
berada di bawah pengaruh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan politik atau
pengaruh dalam sistem hukum, seperti pemerintah, partai politik, atau
kelompok-kelompok yang terlibat dalam proses legislatif. Dalam beberapa
kasus, hakim mungkin terpengaruh oleh tekanan politis untuk menghasilkan
keputusan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah atau kepentingan politik
tertentu. Misalnya, dalam perkara yang melibatkan kebijakan publik, seperti
keputusan mengenai kebebasan berpendapat atau hak politik, hakim mungkin
menghadapi dilema apakah akan mematuhi hukum yang ada atau mengikuti

17 Postema, G. J. (2011). Jurisprudence and Political Philosophy: The Nature of the Law.
Routledge.

18 Cotterrell, R. (2006). Law, Culture, and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social
Theory. Ashgate Publishing. Dworkin, R. (1977). Taking Rights Seriously. Harvard University

Press.
VOLUME 4, NOMOR 2, MARET 2025 [k
DOI : 10.59635/JPK.V4i2



“Jurnal Pilar Keadilan”
Prodi Magister llmu Hukum — Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

arahan dari pihak yang lebih berkuasa secara politik. Ketegangan antara
independensi peradilan dan tekanan politik ini dapat mempengaruhi
objektivitas dan integritas keputusan hakim.

Faktor-faktor sosial, budaya, dan politik ini menunjukkan bahwa
meskipun hakim diharapkan untuk mengambil keputusan berdasarkan hukum
yang objektif, mereka juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan
dinamika budaya yang ada di masyarakat tempat mereka bertugas. Oleh
karena itu, penting bagi hakim untuk menjaga keseimbangan antara
independensi hukum dan responsif terhadap dinamika sosial, budaya, serta
tekanan politik yang ada.

4. Implikasi Eksplorasi keseimbangan terhadap prinsip kepastian hukum

Implikasi Eksplorasi keseimbangan tentang keseimbangan antara
kepastian hukum dan moralitas dalam keputusan hakim sangat penting untuk
prinsip kepastian hukum, yang merupakan salah satu pilar utama dalam sistem
peradilan. Kepastian hukum mengacu pada kebutuhan akan konsistensi,
kejelasan, dan ketepatan dalam penerapan hukum, yang memberikan
perlindungan bagi individu dari keputusan yang arbitrer atau tidak dapat
diprediksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun moralitas
berperan dalam memastikan keadilan substantif, terdapat potensi ketegangan
antara prinsip kepastian hukum dan penilaian moral hakim.?

Jika hakim terlalu dipengaruhi oleh pertimbangan moralitas, hal ini
dapat mengarah pada keputusan yang tidak konsisten dengan hukum yang
ada, yang bisa merusak kepastian hukum. Misalnya, apabila keputusan hakim
terlalu terpengaruh oleh nilai moral subjektif atau pendapat pribadi, maka
hasilnya bisa berbeda-beda meskipun dengan fakta yang serupa, yang dapat
menyebabkan ketidakpastian dalam hukum dan merusak kepercayaan publik
terhadap sistem peradilan.

Namun, hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa integrasi
moralitas dalam keputusan hakim tidak harus selalu bertentangan dengan
kepastian hukum. Asalkan moralitas dipertimbangkan secara proporsional dan
tidak menggantikan hukum yang sudah ada, maka hakim bisa tetap menjaga
konsistensi keputusan hukum tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan yang
hidup di masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan yang tepat antara

19 Priel, D. (2011). The Concept of Law and the Role of Judges in Legal Systems.
Routledge. Raz, J. (1986). The Morality of Freedom. Oxford University Press.

2 Tamanaha, B. Z. (2012). The Failure of Law and Development Theory and the Need
for a Postdevelopmental Jurisprudence. Harvard International Law Journal, 53(2), 473-506.
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kepastian hukum dan moralitas dapat menciptakan sistem peradilan yang tidak
hanya konsisten, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial yang lebih luas.

Implikasi hasil penelitian ini adalah bahwa untuk menjaga kepastian
hukum, hakim perlu diberdayakan dengan pelatihan dan pemahaman yang
mendalam mengenai batas-batas di mana moralitas dapat diterapkan dalam
kerangka hukum yang sudah ada, tanpa mengorbankan ketegasan dan
kestabilan hukum.

5. Dampak pendekatan moralitas terhadap kepercayaan publik terhadap
peradilan.

Pendekatan moralitas dalam pengambilan keputusan hakim dapat
memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap
peradilan, baik secara positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana
moralitas tersebut diterapkan dalam konteks hukum.?!

Pertama: Dampak Positif. Jika moralitas digunakan dengan bijak, sebagai
bagian dari upaya mencapai keadilan substantif, pendekatan ini dapat
meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan. Keputusan yang
mempertimbangkan nilai-nilai moral yang relevan dengan kasus yang dihadapi
dapat memberikan rasa keadilan yang lebih mendalam bagi masyarakat. Hal ini
khususnya berlaku dalam kasus-kasus yang melibatkan hak asasi manusia,
diskriminasi, atau ketidakadilan sosial, di mana hukum yang ada mungkin
tidak sepenuhnya mencerminkan norma-norma etika dan moralitas yang
berkembang di masyarakat. Keputusan yang berani dan adil, dengan
mempertimbangkan moralitas, bisa memperlihatkan bahwa sistem peradilan
tidak hanya mementingkan aturan tekstual semata, tetapi juga peduli terhadap
keadilan substantif yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku. Ini dapat
memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan yang
dihadirkan oleh pengadilan.

Kedua: Dampak Negatif. Apabila moralitas diterapkan secara terlalu
bebas atau subjektif, tanpa batasan yang jelas dalam konteks hukum, hal ini
bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan merusak kepercayaan publik.
Keputusan hakim yang sangat dipengaruhi oleh nilai moral pribadi atau
pandangan moral yang tidak sejalan dengan hukum yang berlaku dapat
menciptakan kesan bahwa keputusan peradilan bersifat sewenang-wenang dan
tidak konsisten. Ketidakpastian ini bisa membuat masyarakat meragukan
kredibilitas sistem peradilan, karena mereka mungkin merasa bahwa hasil

21 Zalta, E. N. (Ed.). (2017). The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2017 Edition).
Stanford University. https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/
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keputusan tidak dapat diprediksi atau tidak adil bagi semua pihak, terutama
jika moralitas dianggap lebih penting daripada aturan hukum yang sudah
mapan.

Secara keseluruhan, dampak pendekatan moralitas terhadap
kepercayaan publik tergantung pada sejauh mana moralitas dapat
diintegrasikan dengan hukum yang berlaku tanpa mengorbankan kepastian
hukum. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan publik, penting bagi
hakim untuk menerapkan moralitas secara proporsional dan dalam kerangka
hukum yang jelas, agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh
masyarakat dan tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan serta stabilitas sistem
peradilan.

6. Analisis mendalam terhadap kasus tertentu yang mencerminkan
keseimbangan hukum dan moralitas

Analisis mendalam terhadap kasus yang mencerminkan keseimbangan
antara hukum dan moralitas dapat dilakukan dengan melihat contoh kasus
yang relevan dalam sistem peradilan Indonesia, seperti kasus korupsi atau
pelanggaran hak asasi manusia, yang sering kali memperlihatkan ketegangan
antara kepatuhan pada hukum yang ketat dan kebutuhan untuk
mempertimbangkan nilai-nilai moral masyarakat. Dalam kasus-kasus semacam
ini, hakim tidak hanya didorong untuk mematuhi ketentuan hukum yang jelas,
tetapi juga untuk mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari
putusannya terhadap masyarakat luas. Misalnya, dalam kasus pengadilan yang
melibatkan korban diskriminasi atau ketidakadilan sosial, hakim dapat
dipengaruhi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang lebih tinggi, seperti kesetaraan
dan keadilan sosial. Hal ini menciptakan tantangan dalam memastikan bahwa
putusan tetap berada dalam koridor hukum yang sah, namun tetap
mencerminkan moralitas yang berkembang dalam masyarakat. Analisis
semacam ini penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya
berdasarkan hukum positif, tetapi juga memperhitungkan aspek moral yang
berperan dalam mendukung keadilan yang lebih substantif.

Salah satu contoh kasus yang bisa dianalisis adalah kasus pembunuhan
yang melibatkan pembelaan diri (self-defense), di mana terdapat ketegangan
antara prinsip kepastian hukum (yaitu hukum pidana yang berlaku) dan
pertimbangan moralitas (seperti empati terhadap situasi tertekan si terdakwa).
Misalnya, dalam suatu kasus di mana seorang terdakwa dituduh membunuh
orang lain, namun terdakwa mengklaim bahwa dia melakukan tindakan
tersebut dalam keadaan tertekan atau karena merasa dirinya terancam
(pembelaan diri). Dalam kasus ini, meskipun hukum pidana Indonesia yang
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jelas mengatur hukuman bagi pembunuhan, hakim harus mempertimbangkan
apakah tindakan tersebut benar-benar dapat dibenarkan secara moral, yaitu
apakah terdakwa benar-benar merasa dalam ancaman yang sah atau tidak.
Dalam hukum positif, pembelaan diri adalah alasan pembenar yang bisa
mengurangi atau menghapuskan pidana, tetapi penerapannya membutuhkan
pertimbangan yang hati-hati.?

Dari segi hukum, hakim harus menilai apakah pembelaan diri tersebut
memenuhi unsur-unsur yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku,
misalnya apakah ada ancaman yang nyata terhadap kehidupan terdakwa, dan
apakah tindakannya merupakan respons yang proporsional terhadap ancaman
tersebut. Jika terbukti bahwa pembelaan diri tidak memenuhi kriteria hukum
yang sah, maka hakim harus menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan
pidana yang berlaku. Namun, dalam konteks moralitas, hakim juga harus
mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti keadaan psikologis terdakwa saat
kejadian, apakah ada elemen kekerasan yang tidak sebanding dengan ancaman
yang dihadapi, atau apakah ada faktor-faktor yang mengarah pada kesalahan
moral dalam keputusan terdakwa. Misalnya, jika terdakwa sangat tertekan
akibat situasi kekerasan dalam rumah tangga atau ancaman serius terhadap
nyawanya, maka secara moral, hakim dapat mempertimbangkan apakah
penghukuman penuh adalah keputusan yang adil, ataukah pengurangan
hukuman bisa menjadi alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip
kemanusiaan.?

Kasus seperti ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara
kepastian hukum yang memadai dan nilai-nilai moral yang hidup di
masyarakat. Dalam penerapan hukum, hakim tidak hanya sekadar
menjatuhkan hukuman berdasarkan aturan tekstual yang berlaku, tetapi juga
harus mampu memahami situasi dan konteks yang melatarbelakangi tindakan
tersebut. Dengan mempertimbangkan aspek moral, hakim dapat menghasilkan
keputusan yang lebih manusiawi, tetapi tetap dalam koridor hukum yang ada.
Oleh karena itu, keputusan yang memadukan keduanya — kepastian hukum
dan moralitas — akan lebih menciptakan rasa keadilan substantif bagi
masyarakat. Contoh seperti ini memperlihatkan bahwa keseimbangan antara
hukum dan moralitas dalam pengambilan keputusan sangat diperlukan untuk
menciptakan peradilan yang tidak hanya adil secara prosedural, tetapi juga adil
secara substansial.*

2 Bix, B. (2017). Jurisprudence: Theory and Context (7th ed.). Sweet & Maxwell.

2 Handayani, D. (2020). Harmonisasi Kepastian Hukum dan Moralitas dalam
Keputusan Hakim di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(2), 233-249.

24 Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Harvard University Press.
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D. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan,
diantaranya adalah:

Hubungan antara kepastian hukum dan moralitas tidak selalu bersifat
kontradiktif, melainkan keduanya dapat saling melengkapi dalam mewujudkan
keadilan substantif. Kepastian hukum berfungsi memberikan stabilitas dan
kepastian bagi masyarakat dan sistem peradilan, yang memungkinkan individu
untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam kerangka hukum yang
jelas dan dapat diprediksi. Sebaliknya, moralitas membawa nilai-nilai
kemanusiaan dan keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat, memastikan
bahwa keputusan hakim tidak hanya berfokus pada aspek formal hukum,
tetapi juga pada keadilan yang lebih luas. Dalam praktiknya, penting untuk
mengintegrasikan kedua elemen ini secara hati-hati, agar moralitas tidak
mengaburkan kepastian hukum. Hal ini diperlukan untuk menjaga agar
keadilan yang diberikan tetap objektif dan tidak tergantung pada persepsi
moral yang subyektif. Oleh karena itu, keseimbangan antara keduanya adalah
kunci untuk menciptakan sistem peradilan yang adil, transparan, dan dapat
dipercaya oleh masyarakat.

Pelatihan bagi hakim dalam mempertimbangkan aspek moralitas secara
proporsional sangatlah penting untuk menciptakan keputusan yang adil dan
berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Tanpa pelatihan yang memadai, hakim
mungkin hanya berfokus pada teks hukum yang kaku tanpa memperhatikan
dimensi moral yang dapat mempengaruhi keadilan substantif. Dengan adanya
pelatihan ini, hakim dapat lebih bijaksana dalam menyeimbangkan antara
ketegasan hukum dan pertimbangan moral yang relevan dengan konteks kasus
yang dihadapi. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan individu atau
kelompok yang terpinggirkan, mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan moral
dalam putusan akan meningkatkan rasa keadilan yang diterima oleh
masyarakat. Namun, penting untuk memastikan bahwa pertimbangan moral
ini tidak mengesampingkan prinsip kepastian hukum, karena kepastian hukum
memberikan kejelasan dan prediktabilitas dalam setiap keputusan yang
diambil. Dengan pendekatan yang bijaksana dan proporsional, hakim dapat
menghasilkan putusan yang adil, diterima masyarakat, serta mencerminkan
nilai-nilai moral tanpa mengorbankan kepastian hukum.

Rekomendasi

- Perlunya peningkatan panduan etika untuk hakim. Panduan etika yang
jelas dan komprehensif sangat diperlukan untuk membantu hakim
dalam mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam keputusan mereka,
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tanpa mengorbankan kepastian hukum. Panduan ini dapat mencakup
pedoman praktis tentang bagaimana moralitas dapat diperhitungkan
dalam konteks hukum yang berlaku, serta bagaimana hakim dapat
mempertimbangkan dimensi kemanusiaan dan keadilan sosial dalam
setiap keputusan mereka. Dengan adanya panduan etika yang lebih
kuat, hakim akan lebih siap menghadapi dilema yang muncul ketika
hukum dan moralitas saling bertentangan, serta mampu membuat
keputusan yang lebih adil dan manusiawi.

- Perlunya pembaruan kebijakan hukum untuk mengakomodasi elemen
moralitas. Meskipun hukum positif memberikan kerangka yang jelas,
terkadang tidak mencakup seluruh kompleksitas moral yang ada dalam
masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pembaruan atau
penyesuaian kebijakan hukum yang lebih fleksibel, yang memungkinkan
hakim untuk mempertimbangkan aspek moralitas dalam putusan
mereka, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan hak asasi
manusia, diskriminasi, atau ketidakadilan sosial. Pembaruan kebijakan
ini dapat mencakup revisi terhadap ketentuan-ketentuan yang
memungkinkan ruang bagi moralitas untuk dipertimbangkan secara
proporsional, tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Ackerman, B. (2004). The Failure of the Founding Fathers: Jefferson, Marshall,
and the Rise of Presidential Democracy. Harvard University Press.

Bix, B. (2017). Jurisprudence: Theory and Context (7th ed.). Sweet & Maxwell.

Boudreau, D. (2010). Moral Decision Making in Judicial Contexts: A Practical
Approach. Routledge.

Cotterrell, R. (2006). Law, Culture, and Society: Legal Ideas in the Mirror of
Social Theory. Ashgate Publishing.

Dworkin, R. (1977). Taking Rights Seriously. Harvard University Press.
Fuller, L. L. (1969). The Morality of Law (Revised ed.). Yale University Press.

Handayani, D. (2020). Harmonisasi Kepastian Hukum dan Moralitas dalam
Keputusan Hakim di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49(2),
233-249.

Hart, H. L. A. (1961). The Concept of Law. Oxford University Press.

Kavanagh, A. (2017). Constitutional Review under the UK Human Rights Act.
Cambridge University Press.

Kelsen, H. (2009). Pure Theory of Law (M. Knight, Trans.). University of

California Press.
VOLUME 4, NOMOR 2, MARET 2025 [fl
DOI : 10.59635/JPK.V4i2



“Jurnal Pilar Keadilan”
Prodi Magister llmu Hukum — Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

MacCormick, N. (2007). Institutions of Law: An Essay in Legal Theory. Oxford
University Press.

Murphy, J. G. (2017). Moral Demands in Nonideal Theory. Oxford University
Press.

Postema, G. J. (2011). Jurisprudence and Political Philosophy: The Nature of the
Law. Routledge.

Priel, D. (2011). The Concept of Law and the Role of Judges in Legal Systems.
Routledge.

Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Harvard University Press.
Raz, J. (1986). The Morality of Freedom. Oxford University Press.

Schauer, F. (2009). Thinking Like a Lawyer: A New Introduction to Legal
Reasoning. Harvard University Press.

Shapiro, S. (2002). The Evolution of Modern Legal Theory. Cambridge
University Press.

Shklar, J. N. (1986). Legalism: Law, Morals, and Political Trials. Harvard
University Press.

Simmonds, N. E. (2007). Central Issues in Jurisprudence: Justice, Law, and
Rights. Palgrave Macmillan.

Tamanaha, B. Z. (2001). A General Jurisprudence of Law and Society. Oxford
University Press.

Tamanaha, B. Z. (2012). The Failure of Law and Development Theory and the
Need for a Postdevelopmental Jurisprudence. Harvard International Law
Journal, 53(2), 473-506.

Teubner, G. (2006). The Rule of Reasons: Three Models of Deliberative
Democracy. Springer.

Tushnet, M. (2013). The Constitution of the United States of America: A
Contextual Analysis. Hart Publishing.

Wahyudi, A. (2018). Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Putusan Hakim:
Perspektif Hukum Islam dan Positivisme. Al-Jami'ah, 56(1), 115-137.

Waldron, J. (1999). Law and Disagreement. Oxford University Press.

Zalta, E. N. (Ed.). (2017). The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2017
Edition).Stanford University. https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/

VOLUME 4, NOMOR 2, MARET 2025 5%
DOI:10.59635/JPK.V4i2


https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/

“Jurnal Pilar Keadilan”
Prodi Magister llmu Hukum — Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Zubaidi, A. (2017). Dinamika Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim:
Keseimbangan antara Norma Hukum dan Nilai Moral. Jurnal Hukum,
35(3), 301-319.

VOLUME 4, NOMOR 2, MARET 2025 [5%]
DOI:10.59635/JPK.V4i2



